BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui analisis dokumen,
wawancara mendalam, kuesioner, dan observasi langsung di RSUD KH. Daud Arif

Tanjung Jabung Barat, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan
Kesehatan terhadap penerapan kamar rawat inap standar di Rumah Sakit KH.
Daud Arif Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi masih menghadapi berbagai
tantangan yang cukup kompleks. Fasilitas Rawat Inap belum memenuhi standar
KRIS, Pemanfaatan fasilitas rawat inap peserta JKN belum maksimal, Jumlah
sumber daya manusia (SDM) masih belum sebanding dengan kebutuhan
pelayanan.

2. Kendala-kendala yang ditemukan dalam penerapan kamar rawat inap standar
di Rumah Sakit KH. Daud Arif Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat Provinsi
Jambi adalah belum terbentuknya tim percepatan untuk implementasi KRIS,
Keterbatasan anggaran biaya untuk melengkapi sarana penunjang implementasi
KRIS, Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Upaya upaya yang dilakukan Rumah Sakit KH. Daud Arif dalam penerapan
untuk Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) di RSUD KH. Daud Arif adalah ;
Perbaikan fasilitas rawat inap, penguatan kapasitas SDM, pembentukan tim
percepatan, penambahan anggaran dan koordinasi efektif dengan Pemerintah
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Dinas Kesehatan Tanjung Jabung

Barat.
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B. Saran
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Dari hasil penelitian yang dilakukan , maka saran yang dapat diberikan sebagai

beri

1.

kut:

Agar pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas
Kesehatan agar lebih dapat untuk memperhatikan dan memfasilitasi semua
kebutuhan terkait sarana dan pra sarana yang dibutuhkan oleh RSUD K.H Daud
Arif Kuala Tungkal dalam urusan penunjang kebutuhan dan fasilitasi
program Kamar Rawat Inap Standar agar terselenggaranya pelayanan

kesehatan yang baik bagi masyarakat.

2. Agar pimpinan, seluruh staf dan pihak terkait di RSUD K.H Daud Arif

Kuala Tungkal agar lebih pro aktif lagi dalam menyikapi dan mengambil segala
kebijakan yang diperlukan untuk kegiataan penerapan Kamar Rawat Inap
Standar ini dan agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan optimalisasi
lagi terkait koordinasi dan komunikasi agar terselenggaranya pelayanan

kesehatan yang maksimal.

3. Agar masyarakat kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi secara

umum dan masyarakat Kuala Tungkal secara khusus untuk dapat mendukung
pemerintah daerah agar terselenggaranya pelayanan kesehatan yang optimal
terkait penerapan kamar rawat inap standar di RSUD K.H Daud Arif Kuala

Tungkal Tanjung Jabung Barat.
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